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disebutkan dalam daftar pustaka.
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ABSTRAK

IMPLEMEMAttPEM… BWAI DAIRI
NOMOR 20 TAEUN 2014 TENTANC PE劃 田ENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANGfJASA PEMERIINTAH KABIIPATEN DAIRI

Nama
NIM
Program Studi
Pembimbing I
Pembimbing II

Surung Charles Lamhot Bantjin
151801065
Magister Administrasi Publik
Dr. Warjio, MA
Drs. Kariono, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi
Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi dan menjelaskan apa yang

menjadi yang menjadi kendalalhambatan (regulasi, SDM, kultur dan lain-lainnya
dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014

tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten

Dairi. Metode penelitian dengan pendekatan desktriptif kualitatif. Teknik
Pengumpulan data dengan wawancarA penyebaran kuisioner dan telaah. Key
informan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dairi. Analisis data

dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian

memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun

2Al4 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah

Kabupaten Dairi ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa

aspek. Kesatu, komunikasi yang memperlihatkan bahwa belum terlihat koordinasi
unit layanan pengadaan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

dan anggota Kelompok Kerja ULP tidak dilibatkan dalam melakukan kaji ulang

dokumen pengadaan. Kedu4 sumber daya yang memperlihatkan masih adanya

dalam ULP yang tidak memiliki sertifftat keahlian pengadaan barang/jasa, dan

kurangnya personil ULP khususnya pada sekretariat ULP serta belum memiliki
Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kondisi daerah. Ketiga,
disposisi yang memperlihatkan bahwa masih adanya anggota Kelompok Kerja
ULP yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti

memberikan laporan hasil pengadaan kepada Kepala ULP dan masih kurang

maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya

tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Keempat, struktur birokrasi yang memperlihatkan bahwa ULP masih melekat
pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dan bersifat

sementara (ad hoc) dan organisasinya masih bersifat struktural padahal ULP
banyak melakukan kegiatan teknis di lapangan.

Kata kunci : Implementasi, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Anggota
Kelompok Kerja ULP
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The purpose of this research is to lcnow and analyze the implementation oJ'

Dairy Regent Regulation No. 2A year 2011 on Estahlishment of Procurement Unit
(ULP) oJ' Dairi Regency Government and explain what become obstacles
(regulation, human resources, culture and others in Implementation
implementation Regulation of Dairi Regent No. 20 year 2014 on Establishment of
Procurement Service Unit (ULP) af Dairi District Gavernment. &Iethod aJ'

research with qualitative descriptive approach Technique Data collecting by

interview, questionnaire distribution and sludy. Key informant is Head of
Procurement (lnit of Dairi Regency. Data analysi,s .tt;ith data reduction, data
presentation and conclusion. The results oJ the study show that the

implementatian of Dairy Regent Regulation No. 20 of 2014 on the Establishment
of Procnrement Services Unit (ULP) of Dairi ULP Regency Government has not
been optimal. This can be seen from several aspects. First, the communication
shows that the coordinatian of procurement services unit with budget
users/aulhorized users of budget and members of the ULP working group is not

involved in reviewing procurement document. Secondly, the resources that are

still present in tlrc ULP do not hsve a procurement expertise certificate, and the

lack of tlLP personnel, especially in the {JLP secretariat and do not htne
Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with local conditions.
Thiyd, the disposition shows that there are still members of the Working Group
who neglect and lack the focus in performing their duties such as reparting the

results of procurement to the Heacl of ULP and still not maximal, especially in the

management of goo ds/se rv ic e s.

Keywords: Implementation, Head of Procurement Unit. ULP working group
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BABI

PENDAⅡULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan merupakan salah satu l-ungsi penting pada organisasi pemerintah,

namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fungsi

pengadaan saat ini rnasih ditangani secara atl-hoc oleh panitia yang dibentuk dan

bekerja secara temporer (tidak permanen). Sistern seperti ini rnemiliki banyak

kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerla Pengadaan BaranglJasa di

rnstansi pemerintah pusatldaerah. Rendahnya kinerja pengadaan pada gilirannya

berdarnpak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah termasuk layanan

pLrblik yang disediakan kepada masyarakat.

Dalam prakteknva, refonnasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,

.alah satu langkah reformis tersebut adalah melalui pernbentukan Unit Layanan

I)engadaan (ULP) yang independen, bebas intervensi dan berintegritas di setiap

renrenterian/Lernbaga;'Pemerintah Daerahllnstitusi (K/L/D/l). t{al ini sejalan

.t.ngan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

:iarangiJasa Pemerintah irang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

j Tahun 2015, dimana pasal 14 dan pasal 130 ayat (1) mengarnanatkan bahr'va

I P n'ajib dibentuk KlLlDllpaling lambat Tahun Anggaran 2014-

S e 1 a1.j utnya Lembaga Kebij akan Pengadaan Barangi.l asa Pem erintah ( LKPP )

..-'11;.ltili lembaga negara yang merniliki kelvenangan dalam merumuskan

:.i:.ncanaan dan pengembangan strategi, penentuan arah keb{akan serta
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penyusunperaturanperundangantelkaitpengadaanbarangljasapernerintah,

menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2A12 Entang ULP

DenganditerbitkannYaPeraturanKepalaLKPPNomor5Tahun2al2ini.maka

secara organisasi ULP menjadi jelas tugas pokok dan fungsinya'

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama di dalam Peraturan Kepala

I,KPP tersebut adalah :

l.PenegasanbahwayangmembentukULPadalahMenteri/Pimpinan

Lernbaga/KepalaDaerah/Pirnpinanlnstitusi,sehinggadidaerah,tidakada

lagiULPyangdibentukolehKepalaSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD),

hal ini karena SKPD berada di bawah naungan Kepala Daerah'

l. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang telah ada' Apabila

berdiri sendiri, maka pembentukannya harus berpedoman pada peraturan

perundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Apabila melekat pada

unit yang telah ada, maka dapat diintegrasikan kepada unit struktural yang

Secarafungsionalrnelaksanakantugasdanfungsid:ibidangpengadaan

barang/jasa.

: Acla kepastian anggaran bagi ULP, yaitu seluruh pembiayaan kegiatannya

drsiaPkan oleh K/LlDlI'

j K',t-iD/l dapat membentuk lebih dari 1 (satu) uI-P dengan

rnempertimbangkansebaranlokasidanbebankerja,yaituvolume,besaran

dana dan fenis kegiatan'

: Khusus untuk kantor perrvakilan/unit pelaksana teknis (uPT) yang tidak

rnemiliki sufirber daya untuli membentuk ULP atau tidak efektif niembentuk
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ULP sendiri, maka dapat menggunakan ULP terdekat atas persetujuan

pimpinan WLlDll yang membentuk ULP dengan terlebih dahulu

menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP terkait.

Kabupaten Dairi sendiri dalam rnengimplernentasikan peraturan perundangan

terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, telah membentuk Tim

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2A12. Selanjutnya

melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014

tentang Pernbentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemerintah

Kabupaten Dairi, rnasih bersifat rnenunjang penyelenggaraan pernerintah dan

dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh ttLP

Kabupaten Dairi, diterbitkan setiap tahunnya Keputusan Bupati Dairi tentang

Penetapan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan BarangiJasa Pemerintah

Kabupaten Dairi.

Pengadaan baranfiasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi vang

Jananya bersumber dari APBDIAPBN sebelum terbentuknya ULP dilaksanakan

Jr masing-masing SKPD, namun sekarang ULP Kabupaten Dairi keberadaannya

nelekat dan berkedudukan di Sub Bagian Pengendalian pada Bagian

?erlbangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, sejak tahun 2017 rnelayani 33

irua puluh tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Dairi.

LILP Kabupaten Dairi dalam pelaksanaannya meliputi 4 Kelompok Kerla

?,rk1a) yang terbagi atas :

Kelornpok Kerla (Pokja) Konstr-uksi;

i iielornpok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang,
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４

Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konsultansi;

Kelornpok Kerja (Pokja) Jasa Lainnya.

Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan di Kabupaten Dairi melalui UI-P

Kabupaten Dairi ini keseluruhan menggunakan sistem e-procltretnent atau

Layanan BarangiJasa Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan aplikasi

berbasis web yakni Sistern Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) yang disediakan

oleh LKPP rnelalui LPSE Kabupaten Dain.

Keberadaaan ULP Kabupaten Dairi dalam proses pengadaan barang/jasa di

lingktrngan Pernerintah Kabupaten Dairi sejauh ini sangat penting. Selain

rnenjarnin proses pengadaan barang/iasa pernerintah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, juga rnenjadi elemen penting dalam efisiensi

dan efektivitas pelaksaTraan APBD/APBN di Kabupaten Dairi yang melibatkan

pernerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia

barang/jasa, dan masyarakat sebagai pihak penerima pemanfaat merupakan

perwujudan nyata dari penerapan gootl go\?ernance.

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, ul-p Kabupaten Dairi

berinteraksi dengan melalui layanan teknologi informasi yang disebut dengan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Dalam sistem pengadaan ini

interaksi langsung antara calon penyedia barangtlasa dengan ULp dibatasi

serninirnal rnungkin. Calon penyedia barangljasa bertemu langsung dengan ULp

hanva pada tahap pembuktian kualifikasi pada proses pemilihan penyedia

barangijasa. Penyedia barang/jasa yang dinyatakan sebagai pemenang pada proses
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pcmilih〔m pcnycdia baranl蒟 aSa baru bisa bcrtelllu dcngan PPK pada smt

pcnandaねngan kontrak

Berdasarkan data dari ULP Pcmcrintah Kabupatcn Dairi, pada Tahtlll

Anggaran 2016 tcrdapat 284 pakctlclang yang dilaksanakan olch tJLP,scdangkan

SKPD yang memiliki pakct pclclangan yang bany〔 童 adalah Dinas Pckcttaall Bina

Marga dan Sumbcr Daya Air, Dinas Cipta Ka17a dan Tata Ruang, Dinas

Pcndidikian, E)inas Keschatan, Dinas Pertanian, E)inas Kebudayaan, Pari、 visata

Pclntlda dan 01ahraga

Sccara umum pelaksanaan pcngadaan baranl勇 asa masih dirasa bclum cisicn

dan transparan, karcllla adanya bcbcrapa pcHllasalallan dalalll pclaksanaan

pcngadaan barangiasa)yaitu Pcrrα ttα,kapasitas manttcmCn dan kclcmbagaan

yakni ktlrangnya kapasitas dan integritas slllnbcr daya manusia ulltuk mcngclola

pcngadaan barang dan jasa. Hal ini scsuai kutipan inforlnasi yang bcrasal dari

mcdia massa clcktronik yang bcJudul``Kcccwa Pcncgakan Hukum di Dairi Tidak

Bcrcs"(乃′r/7「′1勒7y′ .みθ刀滅α
“
g″∫.C('71r)

Pcmcrintah Kabupatcn Dairi telah lmelaksanakan c]θ ″θεν″
`ノ

,7θ″′ mCla[ui

Layanan Pengadaan Barang′ :lasa Sccara Elcktronik(LPSE)saak 5 tallun yang

lalu, nalllun dalaln pclaksanaannya masih ditcmukan adanya kcndala dari Ulン P

dan penyedia yang iku scrta dalam pclclangan.

Sebelun dibcntuk ULP,pclaksanaan pclclangan yang biasa dilakukan sccara

konvensional(manual)dan santai,tiba― tiba harus dilaksanakan dcngan mcmakai

intcrllct sccara tcrbuka dall transparan, dcngan konsckucnsi kctcpatan 、vaktu

antara pcrcncanaan dan pclaksanaan Pelaksttaan c′ ″θσν″θ″だ7J/ juga
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membutuhl€n pengetahuan hagi user tentartg pemanfaatan teknologi infonnasi.

Merencanakan, mengembangkan, dan rnengimplementasikan kebijakan (-

pt.ocut,cment dalam bentuk LPSE oleh ULP pada dasarnya adalah menjalankan

sebuah manajemen transfbrmasi (change manQgetnent) yang cukup kornplek.

Turnip (2008:55) menyatakan bahwa kebanyakan orang )iang sangat anti

dengan perubahan (people clo rutt like to chunge)t. Dengan kata lain, konsep

implementasi e-procurement tentunya disertai sebuah strategi transformasi yang

traik dan efektif, terutama yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran

i p sentif-in senti f baru, pernbent ukan struktur institusi yan g menduk ung l in gkun gan

perubahan, penyiapan dana yang cukup, dan investasi untuk pengemhangan

keahlian da.n kornpetensi sumberdaya manusia firnplernentor) yang terlibat dan

lain sebagainya. Karena pada dasarnva perubahan akan sangat erat berkaitan

dengan hal-hal semacam struktur organisasi, manusia dan budaya, kebijakan dan

prosedur, ketersediaan sumber daya, dan hal lainnya, maka beberapa prinsrp

pengelolaan perubahan harus dimengerti oleh para praktisi e-procureft?ettl

,J'urnip, 2008:31).

Kedua, adanya inten'ensi oleh penyelenggara negara dalam hal ini oknum

rnggota DPRD Kabupaten Dairi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupat.en

i)airi pada saat Sidang Laporan Keterangan Pertanggungialvaban Bupati Dairi,

nenvatakan pada tanggal 21 Aprii 2016 bahr,va "Kepala Unit Layanan Pengadaan

!3aran-uiJasa Pemerintah Kabupaten Dairi Yang Mengatur Pemenang

. .'nder/l,elang di Kabupaten Dairi".

'.'urnip, Kaiman. 2008. I'erubahun Sikap llirokrat di lncfumesict clulunt

|.' t r gu cl o p s i I nfo rmat i o n I e cltrut I o g,' cl an e - ( ] ov e r rutrc nl----------------------------------------------------- 
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Ketiga. belurn optirnalnya proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten

Dairi. Proses pengadaan masih be{alan lamban sehingga menghambat proses

pernbangunan di Kabupaten Dairi yang mengakibatkan penyerapan anggaran di

Kabupaten Dairi nrasih rendah sehingga Pemerintah rnenahan Dana Alokasi

Umum Dairi. Hal ini sesuai dengan kutipan trerita media massa elektronik yang

berjudul "Pemerintah Menahan DAU Dairi"

{h t t p : /t ww w. me d an b i sn i s d a i ly. c: om I 20 1 6 fi I I 27 ).

Beberapa permasalahan menunjukkan indikasi inefisiensi ataupun korupsi

pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, lay3nry1

e-procurenrcnt yang memanfaatkan teknologi intbrmasi dan kornunikasi rnenjadi

sebuah instrument pendekatan yang strategis untuk memecahkan peffnasalahan

tersebut sehingga diharapkan secara cepat dapat memperbaiki kiner.la pengadaan

barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Dairi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk itu penulis mengangkat

judurl penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014

tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten

I)airi" demi perbaikan ULP Kabupaten Dairi.

1.2. Perumusan Masalah

Berlitik tolak dari latar belakang masalah, rnaka dapat dirurnuskan masalah

dalani penelitian ini adalah .
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つ

一

Bagairnana implementasi Peraturan Bupatr Dairi Nornor 20 Tahun 2014

tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pernerintah

Kabupaten Dairi ?

Kendala apa saja yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan

implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten

Dairi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

l. Untuk mengetahui dan menganalisis irnpler-nentasi Peraturan Bupati Dairi

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pernbenttikan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pernerintah Kabupaten Dairi.

2. Menjelaskan apa yang menjadi kendala/hambatan (regulasi, SDM, kultur, dan

lain-lain) dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20

'Iahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ul.P)

Pemerintah Kabupaten Dain.

1 ..1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

I Para birokrasi, dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan strategi

rnelaksanakan implernentasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014
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つ

″

tentang Pembentukan Unit Lay anan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten

Dairi.

para akadernisi. sebagai referensi tarnbahan dalarn rnengkaji pennasalahan

yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun

2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah

Kabupaten Dairi.

Bagi penulis :

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas w'awasan dan pengetahuan

untuk penelapan teori-teori ,vang sudah didapatkan di bangku kuljah

maupun dari buku-buku referensi yang u6u,

b. penelitian ini merupakan syarat untuk rneraih gelar Magister Adrninistrasi

Publik pada Univetsitas Medan Area.

Khalayak umum, untuk mernperkaya informasi yang berkaitan dengan

rmplementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Pembentukan unit Layanan Pengadaan (uLP) Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk mempeffnudah penulis dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka

.libutuhkan suatu landasan berfikir yang drjadikan sebagai pedoman rnenjelaskan

:lasalah yang sedang disorot, pedoman tersebut disebut dengan kerangka teori.

Menurut Setiarvan Djuharie, telaah kepustakaan berisi tentang hasil telaah

:-'r-5ai1ap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini biasa dalarn

.:nL tnembandingkan, mengkontraskan atau meletakkan tempat kedudukan

う
、
フ

4
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masing-masing dalarn masalah yang sedang diteliti, dan pada ahirnya menyataketn

posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya. Telaah irri

diperlukan karena tidak ada penelitian empirik tanpa di dahului telaah

kepustakaan.

Untuk mempennudah pernbahasan dan menganalisa pennasalahan yang

dihadapi, maka peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran yang sesuai dengan

rnasalah yang dibahas sebagai berikut :

1 Implernentasi kebijakan adalah salah satu kebijakan publik, antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi keb{akan bagi

masyarakat yang dipengamhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak

dapat mengurangi masalah yang merupakan sasara dari kebrjakan, ntaka

kebijakan itu rnungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu

diirnplerrentasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang

telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin akan mengalarti kegagalan,

lika kebijakan tersebut kurang diirnplementasikan dengan baik oleh para

pelaksana kegiatan.

I Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah 1,ang

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kenrentriaru

LembagalSatuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersif-at penxanen"

dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada untuk

rn ewuj r"rdkan pengadaan baranglj asa.

-: Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiaiai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran

10
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4

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara

srvakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari

implementasi kebij akan publik.

Sumber daya terdiri dari : sumber daya manusia seperti staf (pelaksana yang

merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan daiam

pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi paril

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik;,

fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah

kebijakan publik, dan sumber dana (anggaran yang tersedia untuk mendukung

pelaksanaan sebuah kebijakan publik).

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan

suatu kebijakan publik.

Struktur Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan

yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordirrasi

1,'ang baik.

5.

7.
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1 6 Sistcmatika Pcnulisan

Sistclllatika pcnulisan dalal■ pcnclitian ini sebagai beriktlt i

BABIPENDAHULUAN

Bab ini bcrisikan iatar belakang rnasalah, pcrtllnusan masalah, tttuall

pcnclitian,lnan麟 t pcnclitian,kcrangka tcori,kerangka bcrpikir,hipotcsis,

dcinisi konscp,dcinisi opcrasional,dan sistcmatika pcnulisan

BヽB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini sccara umum bCrisikan tittauan sccara teo五  pcmbcntukan

Organisasi dan kcbttakan publik‐

Bミ B III PIETODE PENELITIAN

Bab ini sccara umutll bCrisikan benttlkr pcnclitian, lok‐ asi pcnelitian,

populasi dan salllpel, tekhnik pengumptllan data, skala pcngukuran dan

isntrulncn pcnclitian,scrta analisa data,dan pcngullan hipotcsis

Bヽ BIV GAPIBARAN I]Ⅳ IUⅣl LOKASI PENELITIANIDAN Π:ASIL

PENELITIAN DAN PEⅣlBAHASAN

Bab ini rncrupakall gambaran umunQ lokasi penclitian dan hasil pcnclitian

scrta pclnbahasan tcrhadap data yang dipcrolch tcrhadap intcrprcstasi data

Bヽ B VIPEN■ lTUP

Bab ini berisikan kesilllpulan dan saran pcntllis lncngenai hasil pcnclitian

yallg tclah dilaktlkan
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BAB II
TINJATIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

I l .1 . Pengertian Kebijakan Publik

Secara umuilt, istilah "kebijakan" atau "prtlicy" digunakan untuk menunjuk

perilaku seorang pemimpin. Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah

trndakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seseorang dalam

rnengatasi suatu tnasalah atau persoalan'

Menurut Hoogerwerf dalarn Sjahrir (1988:66) pada hakekatnya pengertian

kebiiakan adalah selnacam jarvaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya

untuk memecahlian, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertetrtu'

r aitu dengan tindakan yang terarah'

Chandler dan Piano (dalam Tangkilisan;2003), mengatakan bahwa "kebiiakan

:ublik adalah pelranfaatan yang strategis terharJap sumber daya dan sumber daya

,.ang ada untuk mernecahkan masaiah-masalah publik atau pemerintah'"' Dan

.ebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi

::rnerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah pLrblik

Rtrbert Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat di

:e fenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkgngann-va'

Thornas R. nye2 12008:1) mendefenisikan "l'uhlic l'olic'y i's vvhcttever

: ,\'rplt?lent;; clttxtse tts tlo or ru'tl trt do"' Dyejuga mernperjelas bahrva kebijakan

::blrk mencakup pilihan-pilihan f-undamental dari pemerintah untuk melakukan

:)、 c.Thomas R 2008 こル2Jc′答′α′グ′″g″ rrわ //cPご ,力σソ(Elcvcnth Edition)PCarSOn

:r' :r'nti ce Hall. New .lerseY, IJSA 13
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sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, dan bahrva keputusan tersebut dibuat

oleh pegarvai pemerintahan dan atau lembaga pemerintahan'

Eyestone dalam Winarno (2008:17) juga mendefenisikan kebijakan publik

secara luas sebagai hubungan suatu unit pernerintah dengan lingkungannya.

Konsep ini rnengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa

vang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Carl i. Friedrick dalalr Nugroho (2004'.4) kebijakan publik

rnerupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalarn suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang

2da, dimana kebrjakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan

potensi sekaligus mengatasi hambatan ,vang ada dalam rangka mencapai tujuan

tertentu

Sedangkan .Tames E. Anderson (2003:33), memberikan rutnusan kebijakan

sebagai perilaku dari sejurnlah aktor (pejabat, kelornpok. instansi pernerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, dimana implikasr dari

kebif akan itur adalah.

I Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-

tinriakan yang berorientasi pada tujuan.

I Kebijakan publik bensi tindakan-tindakan pemerintah.

l. Kebiiakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,

jadi bukan merupakan apayangrnasih dimaksudkan untuk dilakukan.

-+ Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan

tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu tnasalah tertentu, atau bersilat
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negatif dalarn arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak rnelakukan

sesuatu.

: Kebrlakan pemerintah setidak-tidaknya dalarn arti yang positif didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Santoso (2010:4-8) rnemisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan

:,.blrk ke dalarn dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan bahwa kebijakan

::blik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pernerintah, sebagaimana yang

:runukapkan oleh Thomas R. Dye (1978:3) bahrva "['ublic policy rs whatever

- \'r,tllment cltose to da or not. to clo" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

: takukan atau tidak dilakukan).

N4eskipurn memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari

.:lu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh f'hornas

-):r relah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik" Barangkali

.-imua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan keinginan

. :merintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki tuntutan-tuntutan

..trnginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup "apa"

. :nu dilakukan, "filengapa" mereka melakukannya, dan "bagaimana" akibatnya

"-. in Gaffar . 1999 .7).

Istilah kebijakan publik sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian -vang

^;:beda-beda. Charles O. .lones (1991:3) memandang kebrSakan publik sebagai

,--rtu kelanjutan kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya rnengr"rbahnya

15
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--'irkit demi sedikit3. Prinsip-prinsip pendekatan .lones tersebut adalah sebagai

',-:rkut.

. Kejadian-keiadian dalarn masyarakat diinterpretasi dengan cara yang berbeda

oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda;

^ Banirak rnasalah yang tirnbul karena adanya peristiwa )iang sama;

- .\da berbagi tindakan atau tahapan yang harus dilalui kelornpok penekan

untuk mernasuki proses kebijakan yang ada.

: Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah;

. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam

pemerintahan;

Banvak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja

nraupun tidak disengaja:

- Pembuat kebiiakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada

drmasyarakat;

" Banvak pengambilan keputusan didasarkan pada infonnasi dan kornunikasr

r ang kurang akurat;

Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsensus, daripada

substansi dari pemecahan masalah;

Terjadi perbedaan dalarn mendefinisikan kebijakan antara pernbuat kebrjakan

dengan masyarakat yang terlibat;

. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang;

. trile S, Charles O. 199 1 . "l'engantar Kebilakan l)uhlik" .
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i Organisasi yang ada dalarn masyarakat memiliki kepentingan dan fbkurs yang

berbeda.

I 1 2. Tahap-Tahap Kebr.lakan Publik

Pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan

ranvak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu,beberapa ahli

rolitik yang menaruh minat untuk mengkaji kabijakan publik ke dalam beberzrpa

:.rhap, T'ahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Penyusunan Agenda

I

+

Formulasi Kebijakan

I

+

hnplementasi Kebijakan

It
Evaluasi Kebi-jakan

., Tahap penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan rnasalah pada

.,:r'ndapublik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulr-r

.:rtuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada ahirnira" beberapa beberapa

^:.:.salah masuk ke dalarn agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap

'll suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula

'-:lsalah-masalah yang karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk w'aktr"r yang

-. itd_

ｎａ
ｋ
ａ
一
可
ｂ
ＣＫ１

．…

‐

▼

ｎ
ｒ
Ｏ
ｄＡ
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:., Tahap Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para

:ernbuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari

:emecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut dapat berasal dari berbagai

,rlternatif atau pilihan kelrijakan (polica, alternative,s''polic! actions) yang ada'

i Tahap Adopsi Kebijakan

Dari begitu banyaknya alternatif kebrjakan Yang ditawarkan oleh para

rcruffrus kebijakan, pada ahirnya salah satu dari altematif kebijakan tersebut

jradopsi dengan dukungan dari mayoritas legistatif, konsensus antara direktur

embaga atau keputusan Peradilan.

: Tahap Implernentasi Kebijakan

Suratu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

rrogram tersebut tidak diirnplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program

.ebijakan yang telah diarnbil sebagai altematif pemecahan masalah tersebut hants

:irrnplernentasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun

.:ien-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap irnplementasi ini berbagai

".-.pentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan rnendapat dukungan para

::laksana (irnplementer), dan ada juga beberapa yang akan ditentang oleh para

:,.'laksana,
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e. TahaP Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebrlakan yang telah

untuk melihat sejauh mana kebijakan

masalah.

dijalankan akan dinilai atau di evaluasi"

yang telah dibuat malnpu memecahkan

2.1.3. Implernentasi Kebijakan Publik

2.1.3.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

suatu proglam kebrjakan publik harus di implementasikan agar mempunl;ai

dampak dan tujuan yang diinginkan. irnplementasi kebiiakan dipandang dalam

pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan

undang-undang'lmplementasipadasisiyanglainmerupakanfenomena-vang

kompleksyangmungkindapatdipahamisebagaisuatuproses,Suatukeluaran

maupun sebagai suatu dampak. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran

atau sejauh mana tujuan-rujuan yang direncanakan r-nendapat dukungan' seperti

tingkat pengeluaran belanja bagi suatu progam'

Implenlentasikebijakanpadaprinsipnyamerupakancaraagarsebuah

kebijakan dapat tnencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktiritas

menjalankankebiiakandalamranahsenyatanya,baikyangdilakukanolehorang

pemerintah ilraupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan' Berikr"rt

pengertianimplementasikebliakanmenurutDwiyantolndiahonodatambukunya

yang berjudul Kebrlakan Publik Berbasis Dv'namic Policy Analis'"'tt ' adalah

..lmplementasi kebijakan dipandang secara luas tretniliki rnakna pelaksanaan

undang.undang dimana berbagai aktclr, organisasi, prosedur, dan teknik bekeria

Kebt1okunI,ublikRerhastsDynamicPolic7lAnulysis

19
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bcrsama―sama untuk mcttalankan kcbむ よan dalam uptta untuk meralh tuuan_

tttuan k‐cbttakan atau proraln…progralrl lmplclllcntasi pada sisi yang l由 n

illcrupakanお nomcna yang kompleks yang l■ ungkin dapat dipahalni sebagai stlatu

proses,suatu keluaran(θ″夕2グ dan maupun scbagai suatu dampak(ο 2rFσθ′″
`、

り'')

(Indiahono,2009i147).

Scdangkan lmplcmentasi Kcbむ akan mcnurut pcndapat Gcorgc C Ed、、Fards III

dahm bukunyaル 7/7′θ/77`/7Fブ辱 ア
)νわ′′Cf'θ /ノッ

6 ytttu“
Pθ′′リ ノスη′σ

“`″
/α′′θ刀,α,,wθ

れ√rc,,θg刀,'S′/7c sFαgじ ?fPοカッ
“

α々 ノ″gみθ′wθ
`″
/乃θじ̀

、
′αわ′お乃/77`″′r9/α

 ρOみの
′-1,Zrcカ

こハノカc ρα、,sαgθ 9/α たgiダレ′F■・ピαε4/力じム,ν′″g9√α″Of`Cπ″νc ο7・6/c771′乃ピカα″
`力
″ば

tわ‖77(ア
｀
α_/Zrttσ ,α′ルεお′θη,ο″′力g ρrο″?ι′

`gJ/′

θ77グα″θgνル′θν″ノθ_α刀
`ブ

r/2ご

ヨ
'77ヽ

g7νピ77εθSグ /力

`ρ
ο′′
`ッ
.ル″ /力じ′θ(フル ソ乃θ

“

′′″2c/s''(Edwards III,

1980:01).

Sctiap kcbttakan yang disctl■ ui olch lclllbaga lcgisiatit dikclLlarkan olch

pcmcrintah cksckutit ditetapkan olch kcputusan pcngadilan atau ditcrbitkannya

pcraturan dan konsckucnsi¨ kOnsckucnsi dari kcb」 akan,dilaksanakan oleh aktOr―

lktor untuk mclakl止納 upそva―upaya dalam mcncapai tttuan yang tclah

」ltctapkan.

Hal yang senada juga dik‐ atakan Olch van Mcttcr dan Van HOrn

1975:447),“Pθ′ノcソ ノ″ψ/ご′η
“
rrr√′θη θ″σθ″ηθ5,SgS//70∫θ αε′わ′7∫ ″′″わルσα″7r/

…■αた′″″″ガタαおρ″grο時ヽ r//Jα′α′θ ttrcσ rθJ α′//2θ αε/77じソご
“
ご72/(プ θケσα′lで ,,

indiahono,Dwiyallto.2009.κ θわグαたα″Pνタプたβθ″みas,s′らノηα777′σノ'ο′′qν И″αヶ,′S
Id、vards III, Gcorgc C 1980.=町たノ77`η″刀gf)νわ力ε Pθん。ンL COngrcssiOnal
、)uartcrly Prcss,Ncw Jcrscy,USA.----------------------------------------------------- 
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う
４

\et fbrth in prior policv tleci,gions"i. Implementasi kebrjakan terdiri dari tindakan-

tindakan individual atau group publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian

tLrjuan-tujuan yang telah ditentukan dalarn keputusan politik

Tahjan8 (2008:24) menjelaskan bahwa secara estirnologis implementasi dapat

dirnaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil' Sehingga

bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan

publrk dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatut

rebijakan publik yang telah ditetapkanldisetujui dengan penggunaan sarana (alat)

Lrntuk rnencapai tuj uan kebijakan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) mendefinisikan Implementasi

.ebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk

,indang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

\-iputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan' Lazimnya

,.r.putusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyehutkan

.--.Cirra tegas tujuan atau Sasaran ,rzang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

^r e n strukturkan ata u men gat ur proses i rnplernentasinya'

T'iga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputr-rsan

,' i.rlah.

Penafsiran, yaitu rnerupakan kegiatan yang menerjemahkan makna plogram

kedalam pengaturan yang dapat diterirna dan dapat dijalankan;

','rn Metter, Donald & Carl E. Vanhorn. 1975. 'fhe l'olicy lmplementulic;tt
, ,,1,\.\,. A Conceptual Framer,vork. Department of Political Science ohio State

:.,r ersity, Ohio, USA
. .,h.tan. H. 2008. "{mplementasi Kebilakan I'uhlik"----------------------------------------------------- 
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Organisasi, yaitu unit atau rvadah untuk menempatkan program kedalarn

tujuan kebijakan;

Penerapan, yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pela,van, upah.

dan lain-lain.

Grindle (1980:1) juga menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik ke dalarn prosedur-prosedur rutin lervat saluran-

saluran birokrasi, rnelainkan lebih dari itu, ia rnenyangkut masalah konflik"

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dati satu kebijakan.

,4 hrea/i listing of'those hwo ntoght he invttlveel in the implernenttfiion of

particular progrum v,ould include national level pluner, ruttional, regionrtl

ancl locul politicians, ecttnttmic elil grttups, especiul/y ut the locul
level;receipient grouS;s attd bureaucratic imlemertlators al micltlle und

Igwer /evel." Selaniutnya; "in adclition, becuu,';e prtlicl, intplemenlutton

incpnsijercl to clepend on progratn oulcomes, it is tlificult lo ,spurate {he

f'ute cf-polities.fiom thal of'their constiluenl program... it,g success or.foilute
can be evaluated in term of the capaciQ actuully to cleliver program a,\

tlesignetl in turn, overall policy rmplenrcntaltott can be evalttatecl hut'

meu,suring progroms outcentes ag(tinst polrc'1' gtrul'.

Untuk implementasi kebrjakan, Grindle (1980:11) rnenjelaskan model vang

.1e dasarn-ya bahrva setelah kebijakan ditranformasikan, maka implementasi

^.ebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuan sosial

:oirtik pada beberapa kasus kebijakan banyak teqadi di negara dunia ketiga

.:perti Asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih terkrik dan tbkus

:rhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya

.rrntlle, h:[erilee S. 1980. Pttlitics and f'olicy Implementalion in T'|rc. 'l'hird

'' ',rltl. Princnton University Press, New Jersey

22
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pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada

konflik pembuatan keputusan: "siapa mendapat apa (wln get what)" '

Pandangan implefirentasi sebagai proses urluln dari tindakan adrninistratil'

i,ang dapat diteliti pada level proglam khusus, serta keberhasilan atau kegagalan

dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program' Jadi,

seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi clengan mengukur hasil-hasrl

program terhadap tujuan-tujuan kebij akan'

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan

dan ide-ide umuln telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di

,,irsain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tujuan

rersebut. Hal ini rnenjadi kon{isi dasar yang jelas untuk implernentasi kebijakan

'flublik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakanpun telah dilakukan

o 1 eh proses implernentasi kebrl akan dan pro gram-pro glam dij alankan.

I 1 3.2. Model-model lmplernentasi Kebijakan

hnplementasi merupakan proses mengubah gagasan atau plogram

lenladitindakan dan bagaimana cara menjalankan perubahan tersebut' [Jntuk

:renganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara

:i'ektif. maka dapat dilihat dari berbagai model implernentasi kebijakan

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implernentasi

....br1akan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebrlakan yang berpola dari

.,:as ke bawah dari bawah keatas, dan pemilahan implementasi yang berpola paksa

l-1:r mekanisme pasar. Model mekanisme paksa merupakan model yang
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mengutamakan arti pentingya lernbaga publik sebagai lembaga tunggal yang

memiliki hak rnonopoli atau mekanisme pasar di dalam Negara yang tidak ada

mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang tidak

menjalankan. Model mekanisme pasal merupakan model yang mengutamakan

mekanisme insentif bagi yang menjalani dan bagi yang tidak rnenjalankan tidak

rnendapat sanksi namun tidak mendapat insentif.

Sekalipun banyak dikernbangkan model-model yang membahas tenteng

implernentasi kebjakan, namun dalarn hal ini hanya akan menguratkan beberapa

rnodel implementasi kebijakan yang relatif baru dan ban-vak mempengarulri

berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

Berikut model-model yang di kemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

A. Model yang dikembangkan oleh George C. Edu'ards 1lI

Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIi dinarnakan sebagai

model Direct ancl Indirecr lmpocf on lmplernertation. Model implernentasi ini

berangkat dari sejumlah pertanyaan tentang prakondisi-prakondisi apa yang dapat

membuat iriplernentasi suatu kebijakan dapat berhasil. Selanjutnya dijarvab oleh

George C. Edwards III dalam bukunya Inrplementmg I'ublic Policl' (1980:10)1')

yang menyatakan "T'here are Jt;ur criticalfactors affbcting policy implem€filLtttt)tt

uncl 6rcymay orise a,s obtacle,s,7,he1l Qre: Clfl?municalicln, re.Slufce:i, cli,sptlsilitltt,

u nd b ur e a uc rlc)l s lr ttctttr e "'

lnplementasi kebijakan adalah salah satu kebijakan publik. antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

,o l,tlwurels [[[, George (1. 1980. Impletnenting l'uhlic l'ttlicy. Congressittnul

Qtrurterly l' re,:ts, New .lerse1t, (ISA.

24
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yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi

masalah yang merupakan sasara dari kebrjakan, maka kebijakan itu rnungkin akan

mengalami kegagalan sekaliptrn kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat

baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik'

mungkin akan rnengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang

diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Dalam pandangan ceorge c. Edwarcls iII, implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh 4 variabel Yaitu :

l. Kornunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tduan dari

implementasi kebUakan publik. lmplementasi yang efektif teqadi apabrla para

penrbuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan' Adapun

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah

komunikasi adalah transmisi (penyaluran komrrnikasi), kejelasan (kornunikasi

yang diterirna oleh pelaksana kebijakan bersifat jelas dan tidak membingungkan)"

dan konsistensi (perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi

bersifat jelas dan tidak berubah-ubah)'

2. Sumber daYa

Sumber daya merupakan hal.vang penting dalam rnengimplementasikan suatu

kebr-jakan. Indikator sumber daya terdiri dari : sumber daya manusia seperti staf

(pelaksana yang merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan

dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan

25
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:elaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para

:.elaksana dalarn melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), fasilitas

sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik. dan

)umber dana (anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan sebuah

.cbijakan publik)

-: Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan

suatu kebijakan publik. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalan-i

keberhasilan disposisi ini, diantaran,va . pengangkatan birokrat (pemilihan personil

pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi pada kebijakan )-ang telah

ditetapkan), dan intensif (menambah keuntungan atau biaya tertentu untuk para

pelaksana kegiatan).

l. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah

diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik Apabila

strLrktur birokrasi tidak rnendukung kebijakan maka kernungkinan besar kebijakan

tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Terdapat dua hal yang akan

rr-reningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu Stanclar Operut trt,q

l'rrx:etlures',S0l' (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegar.vai Ltntuk

rnelaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan) dan

lraEnentasi (upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-

aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerla).

26
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Di sisi lain kebijakan pengadaan barangijasa pemerintah tnerupakan

,.ebijakan yang mengikat pernerintah untuk taat kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

B Model llotiorn-up yang dikemukakan oleh Smith

Smith memandang implernentasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat

irroses kebijakan dari perspektif perurbahan sosial dan politik, dimana kebijakan

i ang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau

nerubahan dalarn masyarakat sebagai kelompok sasaran. Srnith mengatakan

bahrva ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses irnplementasr

kebiiakan yaitu;

I lclealr:ecl polic1.,, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus

kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsanu

target group untuk melaksanakannya;

l. 'l'arget group, yaitu bagian dari policy stakehoderrs yang diharapkan dapat

mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh

perLlmus kebijakan;
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i lmplementing orgcuti:ation yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit

birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan'

+ [iyn,ironrnental fat:trtrs, yaitu unsur*unsuf di dalam lingkungan yang

menpengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social,

ekonomi, dan politik).

Keernpat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu

kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, oleh

karena itu sering rrenimbulkan tekanan bagi teriadinya transaksi atau tawar-

n1 enawar antar a form ul ator dan i mpl ementor kebrj akan'

C.ModelyangdikembangkanolehVanMeterdanVanHorn

Model kebijakan ini berpola "dari atas kebar'vah" dan lebih berada

di,.mekanisme paksa" daripada di "mekanislne pasar". Model ini rnengandaikan

bahrva implernentasi kebr.lakan berjaian secara linier dari kebijakan publik'

implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada 6

Variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) ukuran dan tujuan

kebijakan: (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan

aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi;

dan (6) disposisi irnPlementor.

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja

merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan' indikator-

indikator kinerja ini rnenilai sejauh rnana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah
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direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan kebfakan berguna dalarn menguraikan

t uj uantuj uan kepr,rtusan kebij akan secara me nyel uruh.

Narnun, dalam banyak kasus diternukan beberapa kesulitan besar untuk

rnengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada 2 penyebab yang dikernukakan oleh

Van Meter dan Van Hom. Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program

yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kornpleks. Ketlua, mungkin akibat dari

kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-

ukuran dasar dan tujuantujuan. Kadang kala kekaburan dalam ukuran-ukuran

dasar dan turjuan-tu.;uan sengaja diciptakan oleh pernbuat keputusan agar dapat

menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang diserahi tanggung jarvab

rmplernentasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain atau system penyarnpaian

kebi jakan.

2) Sumber daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya

yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup

dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar irnplementasi yang

efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang

m enentukan keberhasi lan implementasi kebij akan.
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3 ) Kornunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan

dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jarvab dalam kinerja

kebrjakan.

Dengan demikian, sangat penting untuk meniber perhatian yang besar kepada

kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan

kornunikasinya dengan pala pelaksana, dan konsistensi dan keseragaman dari

ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber

informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak dapat

dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukupjelas, sehingga para pelaksana

dapat mengetahui apa yang diharapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujua'n itu'

Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses

1,ang sulit dan kompleks. Dalarn meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu

organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau

menyebar-luaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja' Lebih dari itu'

jika sunber-sumber infrlrmasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi

yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar

untuk melaksanakan maksud-rnaksr'rd kebij akan'

4) Karakteristik agen Pelaksana

Yang dimaksud karakleristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi'

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi' yang

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program' Van Meter dan
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Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap

suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan

proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara

anggota-anggota legislatif dan eksekutif;;

d. Vitalisasi suatu organisasi;

e. Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka" yang didefinisikan sebagai

jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat

kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-

individu diluar organisasi ;

t. Kaitan lbrmal dan infbrmasi suatu badan dengan badan "pembuat keputusan"

atau "pelaksana kePutusan".

5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Syarat ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat

rnendurkung keberhasilan implernentasi kebijakan, sejauh rlana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaiman sifat

opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung

impl ernentasi kebij akan.

31
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6) Disposisi irnplementor

Disposisi implernentor mencakup 3 hal, yakni: a) respon implernentor

terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan

kebijakan, b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) intensitas

disposisi irnplementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh irnplernentor

D. Model yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin (i986:233) disebutkan bahwa ada 3 cara

dominan guna rnengetahui keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan publik,

yaitu dengan :

l. Melihat kepatuhan (.complianc:e), dimana keberhasilan suatu implernentasi

yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (utrnpliance), pada bagian

birokrasi terdapat birokrasi superior atau dengan kata lain dengan tingkat

birokrasi pada umumnya dapat mandat khusus yang diatur di dalam suatu

undang-undang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan

masalah-masalah perilaku birokrasi.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah (snutothl,*

.functiorting routine:; and the uhsence o/'prohlem,r/, bahrva keberhasilan suatu

irnplementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya

masalah-masalah yang dihadapi.

3. Terrvujudnya darnpak yang dikehendaki (perfbmance in and impacts/, bahrva

keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi

dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang ada.
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Berhasilatautidaknyaimplerrrentasikebijakanmenyangkutpengadaan

barangljasapemerintah,terbangunmelaluiketaatanhukum,sesuaidengan

spesifikasi teknis, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku'

Konsepdasarkebijakanpengadaanbaran$asapemerintahmengandung

unsLrr utarra, yaitu penvuiudan Tata pemerintahan yang baik dan bersih' Tata

pemerintahan yang baik dan bersih ({irtod Govet'rumce ancl Clean (iovernment)

adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap

kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam rnenjalankan fungsinya melalui

institusi fonnal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good (jttvernttnce und

()lean (ioverrunettl, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsiSprinsip

akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien' serta mewujudkannya

dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen)' serta

menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait

(,s t ak e l'trtl tlersJ secara adil, transparan' profesional' dan akuntabel'

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan ker"nngan

yang et'ektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk rneningkatkan efisiensi dan

efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses

PengadaanBarangJasaPemerintah,diperlukanupayauntuklnencitakan

keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan / kompetisi yang

sehat dalam proses pengadaan Barang/.lasa Pemerintah yang dibiayai

APBNIAPBD,sehinggadiperolehbarang/iasayangterjangkaudanberkualitas

sertadapatdipertanggung.jawabkanbaikdarisegifisik,keuangan,maupun
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manねatnya bagi kClancaran tugas PcmCrintall dan pclayanan masyarakat

Schtibungan dengan hal tcrscbut, PCraturalt PrCSidcn NomOr 54 Tah■
ln 2010

tcl■tang Pcngadaan Baranゴ JaSa PcmCHntah sebagaimana tclah diubah bcbCrapa

kali tcrakhr dengan Pcraturan PrcsidCn NOmor 4 Tahun 2015 dilllak‐
Sudkan ulltuk

membcrikan pcdOrllan pcngaturan lnCngenai tata cara PCngadaan Barang/Jasa

yallg scdCrhana,jclas dan kolnprehcnsit sCSuai dCngan tata kclola yang baik

Pclngaturan l■ CngCnai tata cara Pengadaan Barang/Jasa PcmCrintah dalalll

Peraturan PrCSidcn Nomor 54 Tahun 2010 sCbagailnana tclah diubah bebcrapa

kali terakhir dcngan Pcrattlran PrCSidCn Nol■
or 4 Tahun 2015 diharapkan dapat

mcningkttkan iklim invCStasi yang kOndusit CiSiCnsi bClatta ncgara, dan

pcrccpatan pCldCsanmn APBN/APBD Sclain ituゥ  Pcngadaan Barang/Jasa

Pcmcrintah yang bcrpcdolnan pada Pcraturan PrcsidCn Nomor 54 11ahtln 2010

scbagailmana tclah diubah bcbcrapa kali tCrakhir dcngan Pcraturan PreSidCll

NOmOr 4 Tahun 2015 dit司 ukan untuk mcningkakan kcbcrpihak/an tcrhadap

indtlstri nasiond dan uSaha kccil, scrta mCntlmbuhkan industri krcatit inoVasi,

dan kelllandirian bangsa dengan mcngutamakan pCnggunaan industri stratcgls

dalam negcri SClattutnya,kctCntuan Pcngadaan Barang/Jasa PcrllC五
ntaha dalam

Pcraturan PrCSiden NolFlor 54 Tahun 2010 sCbagailnana telah ditlbah bCbcrapa

kali terakhir dengan Pcraturan PrcSiden Nolllor 4 Tahun 2015 diarahkan untuk

mcningkatkall kCpCmilikan  "W4`バ
んな2,  PClllCrintah Dacrah tCrhadap

ployck/kCgiatan yang pClaksanaannya dilakukan l■
clalui skCma pCmbiayaan

bcrsama“θヂ12α″σ′η″al■tara PcmCrintah Pusat dan Pcmcrintah Dacrrah

34
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2.2. Barang Dan Jasa

2 2.1. Pengertian Barang Dan Jasa

Barang dan jasa mempunyai definisi yang sangat luas, karena pada dasarnya

barang dan jasa pada dasarnya faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dalanr

kehidupan nranusia. Luasnya pengertian barang dan jasa menyebabkan tinrbul

banyak asumsi yang disimpulkan oleh para ahli tentang pengertian barang dan

jasa. Pada kesernpatan ini terdapat sedikit kesimpulan yang didapat dari para ahli

rnengenai pengertian barang dan jasa, secara sempit pengertian barang

(komoditas) dan jasa terdiri dari masing-rnasing pengertian, barang adalah benda-

benda yang benvujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya

atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat,

sedangkan pengertian jasa adalah suatu barang yang tidak berrvujud, tetapi dapat

memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan rnasyarakat.

2.2.2. Proses pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan BarangiJssa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/.Iasa adalah kegiatan untuk rnemperoleh BarangiJasa oleh

Kementerian/LembagarSatuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya ),ang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannl,a seluruh

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitrnen yang

selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

Pengadaan BaranfJasa. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerla SKPD yang melaksanakan satu
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arau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya'

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima'

rrrenyimpan,membayarkan,menatausahakan,danmempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah daiam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggalan Kernenterianllembaga/Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna

APBN/APBD. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau

ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mengprnakan APBD' Merujuk pada

beberapa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dan

pengelolaan keuangan daerah, dimana dijelaskan bahwa yang menetapkani

menunjuk PPTK dan PPK terdapat perbedaan, seperti dijelaskan dalam Peraturan

presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahiva PPTK adalah sebagai salah satu tirn

pendukung yang dibentuk 61eh PPK untuk melaksanakan programikegiatan

instansi di lingkungannya. Hal ini berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 7

Permendagri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan

Anggaran dilingkungan Kementrian Dalarr Negeri, bahwa KPA menetapkan

PPK,PPTK,sertapejabatyangtugasnyamelakukanpengujianSPPdan

menandatangani SPM, bendahara pengeluaran; panitia daniatau pejabat

pengadaan barang/iasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri

Nomor 3 Tahr-rn 2011 bahwa PPTK ditetapkan oleh Pejabat Struktural satu tingkat

di bawahnya dan dalarn unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakLrkan
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undakan yallg mcngakibatkan pCngcluttan anggaran bclaltta(diangkat olCh PPK)

yang dituttuk OICh kCpala instansi

Dari uraian diatas,daptt dipahalni bahwa PPTK yang dimaksud dalam

Pcratllran Pcmcrintah Nol■ o158 Tahltn 2005 dan PaSa1 12 Pcnncndagri NOll10r i3

Tahun 2006 dan pcrubahannya,adalah Paabat yang dituttuk 01Ch PA′
KPA untuk

Pcng3una  Allggaran  dcngan  tugas
lllclak/sanakan  SCbagian  kcヽVCnangan

mcngcndalikan sccara TCknis dan AdllliniStratif tcrhadap pelaksanaan Kcgiatan.

Scdanま all PPK(Pttabat Pcmbuat Komitmcn)scbagaimana diatur dralan

Peraturm PrcSdCn Nomor 54 Tahun 2010 bCscrta ttlrunanwa adalah P嘲
abat yang

bcianggunttawatD atas PClaksanaan PCngadaan Barang dtt JaSa,dan mcndapat

liinprahan Sebagian kc、 vCnangan dari KPハ
」PA pada Bidang PCngadaan Barang dan

Jasa Sclatttltnya PPTK dalam mClaksanakan tugaS pokoknyanya pada prinSipnya

mcrtlpakan Asistcn Teknik, aiinya PPTK itu adalah pcl■
lbantu PA/KPA/PPK

untuk mclaksanakan kcgittan di instan゛
dall bCianggtlng iaWalD atas kCl■ 毎uan

dan keStlkScsan kcgiatan di lapangan lKarcna keterlibatan dan tanggtlllg jawab

PPTK dalall■  pclaksanaan kcgittan besarっ  l■
laka PPTK[ ikut tcrlibat dalam

pcngaturan, pcngendalian dan pcngalokasian dana pada kcgiatan…
kCgiatan yang

mcttadi  tanggung Ja、vabnya dengan  Cara ikut bcrtanggung Jaヽ
Vab  dan

incnandatangani laporan kcmttuan iSik kegiatan,serta dilDerikln wcWCnang

pcnuh ulltuk lltCnegur pihak pelaksana yttlg lalai dan lamban dalalm mcttalankan

tugasnya yangよ an duadikan bahan l叩
Orm pc■anggungjawabm pada PA/KPA

Kcpala instansi dalam lnelaksanakan tugasnya selaku PA/KPA bCnvcnang

mclakukan tindakan yang mcngakibatkan pcngcluaran atas beban anggaran
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bclatta scsuai yallg diatur dalam PaSa1 6り
at(2)htlruf b)・ UU N0 1 Tahun 2004,

``ヽVCヽVCnang tcrscbut dapat didClcgasikan PA kcpada PPK antara lain untuk

mcl曇【ukan penandatanganan kontrak''.PPTK dapat juga bcrpcran scbagai PPK

bilalnana、VCWCnallg tcrsebut tclah didclcgasikan olch PA/KPA kcpada PPTK

Namun bilamana PPTK tidak l■ Cncril■a pcndelcgasianヽ
ⅣewCnang,maka PPTK

tidak dapat bCrpcran sebagai PPK Selattlltnya pCttclasan sE Bcrsama h/1cndagri

NOmOr 027/824/SJ dan Kepala LKPP Nomor 1/KA/LKPP/03/2011,tangga1 16

Marct 2011っ dilllana PcmCrintah Daerah dalanl Kcdudukan, Tugas PokOk, dan

wcwcnang sebagai PPK, PAノ KPA, scrta PPTK, sesuai yang diatuF dalalll

Pcraturan PrCSidcn Nomor 54 Tttun 2010 dan PP Nomor 58 Tallun 2005,o

Pcrlllcndagri Nolllor 1 3 Tahun 2006 yang diubah dcngan PCrllllCndagri lヾ
01■ or 59

Tahun 2007,Inaka hal―hal yang pcrlu dilaksanakan adalah i

(1)Dalam hal PCngguna Anggaran(PA)bclum llltcntlttuk dan mcnetapkan PPK,

makal

a.PA mcnuttuk KPA:

b KPA bcrtindak sCbagai PPK Dalam hal ini KPA harus mCmiliki

sc■inktt kcahlian pcngadaan barangttasL

c  KPA scbagai PPK dapat dibantu olch PPTK.

(2)Dalam hal kegittan INSTANSI tidtt mcmcrlukan KPA scpcrti Kccamattn

atau Kclurahan,Inaka PA bcrtindak scbagai PPК
[scbagailnana diatur dalam

Pcraturan PrCSidcn tヾ olnor 54 Tahun 2010:

(3)Unttt pCngadaan baranttasa yang Sudah dilaksanakan scbCllllll tcrbitnya

surat Edaran BCrsalna ini,PA/PAy征 、g tclah mcnuttuk dan mcnct町
)kan
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PPKsesuaidengantugaspokokdankewenangannyadaiampengadaan

barangijasa, tnaka'

a.PPKtetapmelaksanakantugasdanwewenangsebagaiPAJKPAuntuk

nrenandatangaikontraksebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintalr

Nomor 58 Tahun 2005.

b. ppK daiam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai

dengantugasdankewenangannyasebagaimanadiaturdalamPeraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

UntuklntbrmasilebihlanjutbahwaPPKpadaPemerintahProvlKab/Kota,

rvajibmemiiikisertifikatkeahlianPBJpalinglambatl.ianuari2012{Pasal127

huruf(b)PeraturanPresidenNonror54Tahun2010).PPKtahun2011pada

instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahtlan PBJ' Sedangkan

PPKdipemerintahdaerahbarurvajibbersertifikattahun2}lz.BahwaPPKSKPI)

dapatberjumlahlebihdarisatuorang,disestraikandenganbebankerjadanrentang

kendali.TimpendukungdantimteknisdapatdibentukolehPPKdalarrrrangka

rnembantu tugas PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari satker (unit kerja)

yangbersangkutandanataudariinstansiteknisterkait,misalnyaDinasPtjuntuk

pekerjaankonstruksi.Pelabatpengadaandapatrrrelakukantransaksipengadaan

barang dengan pengadaan langsung'

NatnunprosespembayarantetapdilakukanolehPPKsebagaipejabatyang

diberikantugas/rvervenanguntukmenandatanganikontrak,tujuannyaantaralain

pengesahan tanda bukti pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan'

BerdasarkanpembahasandiatasmakadapatkamisimpulkanbahrvaKepalaSKPI)
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:-]]alnmelaksanakantugasnyaselakupejabatPA/KPAberwenangmelakukan

-.rdakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanjasesuai

..rngdiaturdalamPasal6ayat(2)hurufb)Undang-UndangNomorlTahun

-rt-l-l.WewenangtersebutdapatdidelegasikanPAkepadaPPKantaralainuntuk

:lelakukanpenandatanganankcrntrak.PPTKdapatberperansebagaiPPK

:tlanrana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PAIKPA kepada PPTK,

\atnunbilarrranatidakrnenerimapendelegasianwewenang,makaPP].Ktidak

Japat berPeran sebagai PPK'

2.3.OrganiSasi dan PengorganisaSian

OrganiSasi pada dasarnya lnc■
liliki dtla arti umuln, yaitu pertama,mCngacu

Dada lcll■ baga(inSttusi)atau ke10mpok ingsiOnal_COntohnya adalah Organlsasl,

いadan pelllerintah, ユlinah sakit atau suatu pcrkul■
pulan Olahraga Arti kCdlla

11lengacu kcpada proscs pcngorganiSasian yang lltCrupakan suattl Cara pcngattlran

pekCJaan dan pcnga10kasiall pckCriaan diantara ptta ttggOta organisa」
SChingga

ttlluan organisasi daptt diCaptt ScCara CiSiCn, SCbagai salah Satu fitlngsi

11lanttcmcn・  ⅣICrllJuk kepada pcngCrtlan tcrSCbut, selallJtltnya diuraikan konSCp

tcntang organisaSi dan pengorganlsaslan

OrganiSasi mCrupakalll Suatu bCntuk kCttasama SCkC10mpok lnanuSia di bidang

tcrtclltu untuk mCncapai Suatu tⅦ
uan tcltCntu(Etzloni,1969).Sementara ltu,

Hcnry(1988)mengCinょ ak〔遺 bahwa organisasi merupakan suttu kOnckSitas

manusia yang kOmplCkS dan dibcntuk untuk t嗜
uan tCrtcntuo dimalla l■ubungan

antara anggOtanya bersiね t rcSmi(′
″ψ̀
パ
ο″αfl,ditandal olCh aktiVitas kCttaSamaラ
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tcrintegrasi dalaln lingktlngan yang icbih iuaS,mcmbCrikan pclayanan dan produk

tcrtcntu,dan tanggunttawab tCrhadap hubungan dCngan lingkungallnya

Sifat abstrak orgalliSasi mcnycbabkan organisasi dapat didcinisikan dCllgan

berbagai maCam cara, scsuai dcllgan sudut pandang dan latar belakan3 1naslng‐

masing pcncli」 ⅣIal鶴/u(2003)mcngatakan bahwa"Organisasi adalah suatu

sistcm pcrsCrikatanお rmal dan dua orallg atau icbih yallg bekela Sallla untuk

lllencapai tttuan tCrtCntu".Sedangkan mcnurut Robbins(1994),''Organisasi

adalah kCSatuan(γ″′ケ )SOSial yallg dikOordinasikan sCCara sadar,dengan scbuah

batasan yang relatif daprat diidenti■
kasi,yang bckctta sCCara tcrlls― mencrtls untuk

mcncapai suatu tttuan bCrsama atau SCkelompok tttuan。
'

Adapun Barnard(dalalll ThOha,1996)mcnyatakan b7ahwa`・
OrganisaJ ialah

suatu SiStCm kCgiatan― kCgiatan yang tcrk00rdinir scCara sadar,ata■
l suattl kckuatan

dari dua manusia atau lcbiF' Dari pcngcrtian tcrscbtlt,Barnard menttraikan lcbih

rinci tentang unstlr‐ unsur kckayaan dari suatu organisasi,anttta laini

a,  OrganisaSi tCrdiri dari scrangkaian kcgiattn yang dilaksanakan lnCialui suam

proses kcsadaran,kCSCngttaan,dall koOrdinasi untuk mcncapd suatu t■
luan:

bi  Organisasi mcrupakan ktunpulan dari orang―
Orang untuk mclaksanakan

kegiatan untuk rncncapai Suatu tttuan:

c,  Organisasi lnemcrlukan adanya kOmunikasi,yakni suatu hasrat dari scbagian

anggotanya untuk mCngalllbil bagian pcnCapaian tttuan bcrsama ang8ota

lainnya. Dalaln hal ini pcnckanannya kepada peranan SCSCOrang dalam

Organisasi,diantaranya ada scbagian anggota yang harus dibcri infonllasi atau

dil■otiVasi,dan sCbagian lainnya yang harus lllClllbuat keputuSan
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Suradinata(1996)mengemukakanbahwa..organisasinrerupakan

tempatirvadahyangbersifatiebihstatis,sedangkansebagaiprosesbersifatiebih

dinamis,,.Karenadinamikanya,aktivitas,tindakan,danhubunganyangterjadi

dalamorganisasidapatbersifatformal,nonfonnal,atauinfonrral,misalnya

aktivitashubunganatasan-bawahan,sesamaatasandansesamabawahan.Halini

menuniukkanbahwamanusiaberperansebagaifaktorutamadaiamorganisasi

untukmenentukanberhasiltidaknyaSuatutuiuan.

Sebagaitempatrnelakukanpekerjaansetiaporangharusjelastugasdan

tanggungjarvabnva, hubungan dan tata kerjanya' Berdasarkan pengertian tersebut'

Suradinatamengemr-rkakanciri-ciriorganisasiadalahsebagaiberikut:

a. Adanya dua orang atau lebih yang telah mengenal;

b.Adanyakegiatanyangber.bedanamunberkaitansatudenganlainnyadarr

satu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan bersama'

c. Setiap anggota organisasi mempunyai sumbangan pemikiranltenaga''

d'Adanyapembagiantugas,fungsidankewenangansertapengawasan;

e. AdanYa mekanisme kerja'

f. Adanya tujuan yang ingin dicapai'

Daripendapatahiiyangtelahdikemtrkakandiatasdapatdisimpulkanbahwa

organisasi merupakan suatu kesatuan dari sekelompok orang yang dibentuk secara

sengajayangbekerjaSalnaSecarasisternatisdanterusmenerusdalamrangka

mencapaisuatutujuantertentu.Agartugaspokokdanfungsiorganisasidapat

terlaksana dengan baik, maka dalam penyusunan organisasi perlu didasari asas-

asaspengorganisasianyangtepatsesuaidengankebutuhanperubahanlingkungan

42
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baik internal maupun eksternal. Sutarto (2002) mengernukakan 11 asas

pengorganisasian sebagai berikut:

a. Perumusan tujuan Yang jelas;

b, DePa(ernenisasi:

c. Pernbagian kerja'

d. Koordinasi:

e. PelimPahan wewenang;

f. Rentang kendali;

g. Jenjang organisasi;

h. Kesatuan Perintah;

i. Fleksibilitas;

j. Berkelangsungan;

k. Kesinambungan'

Suatuhalyangperludiperhatikandalarrrpendekatanorganisasimodern,

bahwasetiaporganisasiharusrnemilikivisidanrrrisiyangjelas.Misidantujuan

setiaporganisasipublikadaiahmemuaskanparapihakyangberkepentingan

rnelalui pelayanan publik yang berkualitas'

MenurutStoner(1996)terdapat5langkahdalamprosespengorganisasian,

yaitu:

I.Merinciseluruhpekerjaanyangharusdilaksanakanuntuktnencapaitujrran

organisasi'

Z,Mernbagibebankerjakedalarnkegiatan-kegiatanyangsecaralogisdan

memadai dapat dilakukan oleh seseorang'
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3. Mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan

efisien.

4. Menetapkan mekanisme pengkoordinasian pekeriaan anggota organisasi

dalam satu kesatuan yang harmonis'

5, Memantau efektivrtas organisasi dan rnengambil langkah-langkah

penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas'

Adapun menurut Certo (1994), proses pengorganisasian meliputi langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Mel aksanakan refl eksi tentang rencana-rencana dan Sasaran-Sasaran'

2. MenetaPkan tugas Pokok.

3. Membagi tugas-tugas pokok rnenjadi tugas-tugas bagian {subtask's1'

4. Mengalokasi sumber daya untuk tugas-tugas bagian'

5. Mengevaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang

diirrplementasikan.

Menurut Handoko (1999) proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan

3 langkah prosedur sebagai berikut:

1. Pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan

organisasi.

7. Pernbagian beban pekerjaan total rnenjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis

dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja ini sebaiknya tidak

terlalu berat atau tidak juga terlalu ringan'
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Pengadaandanpengembangansuatumekanismeuntukmengkoordinasikan

pekerjaanpalaanggotaorganisasirnenjadikesatuanyangterpadudan

harmonis.

4

45
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BAB III

PIETODE PENELⅡ『IAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi atau ,:ite selection menurut Sukrnadinata

QAA|.102) berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan

tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristirva

yang diteliti. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Unit Layanan Pengadaan

(ULp) Pernerintah Kabupaten Dairi dan alasan dipilihnya lokasi

penelitian ini karena ULP Pemerintah Kabupaten f)airi hanya 1 tJi.P

dan berada pada Sekretariat Daerah Kabtrpaten Dairi'

B  Waktu Penclitian

Pcnelitian ini dilaksanakan llllulai tangga1 6ヽ /1arct sampai dcngan

26 Apri1 2017

3.2. Bentuk Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan pada bagian

sebelumnya, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai jenis

penelittan kualitatif sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang

diajukan. Menurut l-ofland dalam Meleong (2006:157) surnber data dalam

penelitian kualitatrf adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah----------------------------------------------------- 
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tambahan data seperti dokumen dan sebagainya. Ini disebabkan karena

penelitian kualitatif cenderung menggutamakan wawancara dalam

memperoleh data yang bersifat tambahan'

Penelitiankualitatiflebihrnemberikanpenekananpadaupayauntuk

rnenjawabmaknayangadadibalikrealitasdanterungkaplervatdatayang

terkumPul, (Moleong, 2002"14')'

permasalahan utama terkait dengan irrplikasi dan atau pengaruh 4

variabelimplementasikebijakandalamperspektifmodelGeorgeC.Edrvard

Illyaitukomunikasi,sumberdaya,disposisi,danstrukturbirokrasiyang

dapat menjadi pengganggu dan juga pendorong berhasilnya implernentasi

pengadaan barang/jasa'

Pada penelitian ini' penulis juga melakukan pendekatan gabungan

teknikpenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatifmelaluipenyebaran

kuisioner dan rvawancara terhadap Informan dan Key informan'

3.3. Informan dan KeY Informan

InfornrannrenurutMeleong(2006:132)adalaholangyang

dimantaatkanuntukmernberikaninfbrmasitentangsituasidankondisilatar

penelitian ini. .ladi, dia harus meilrpunyai banyak pengalaman tentang latar

penelitian ini'

Untukmelakukanpenelitianini,penulismenggunakansampling

purposif.MenurutKrisyanto(2007:154)'samplingpurposifyaituteknik

yangmencakuporang.0langyangdiseleksiatasdasarkriteria,sedangkan

47
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dalampopulasiyangtidaksesuaidengankriteriatersebuttidakdijadikan

sampel.Persoalanutatrradalammenentukankriteria,dirnanakriteriaharus

mendukr-rngtrrjuanpenelitian.Biasanyateknikpurposifdipilihuntuk

penelitian yang lebih mengutamakan kedalanran data daripada tujuan

representatif yang dapat digeneralisasikan'

Berdasarkan pengertian diatas' maka penulis memilih

*remiliki kriteria sendiri yaitu individu yang mengetahui

pengadaan barang/jasa' Maka penulis memilih Sekretaris

Kelompok Kerja ULP sebagai Informan'

MenurutMeleong(2005:3)Keylnfonr,ranadalahmerekayangtidak

hanyabisarrrerrrberiketerangantentangSesuatukepadapenulis,tetapijuga

bisa rnembeli saran tentang sumber bukti yang rnendukung sefia

menciplakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan'

Sedangkan syarat Key Informan adalah orang yang terlibat langsung

danmenguasaidalampelaksanaanlayananpengadaanbarang,tasadi

KabuPaten Dairi'

Dengan demikian KeY

Unit LaYanan Pemerintah

Dairi.

intbrman Yang

dan memahami

ULP, Anggota

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala

(ULP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

3.4. Teknik PenlumPulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau

atau ketetangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen

hal-hal

populasi
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yangakanmenunjangataumendukungpenelitiansebagaimanadinyatakan

Zulkarnain Lubis (20 12:20)'

Datayangciigunakandalampenelitianiniberupadataprirnerdandata

sekunder yang berbentuk kualitatif sederhana'

Sumberdataadalahbenda,hal,atauorangmaupuntempatyangdapat

drladikansebagaiacuanpenelitiuntukmelakukananalisisdata.Untuk

rnendapatkan infbrmasi yang akurat dengan fokus penelitian'

Dalam penelitian ini' peneliti mengumpulkan data dengan

ntenggunakansumberdatayangdigunakanuntukmendukungjawaban

masalah penelitian sebagai berikut :

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh

diamati, dicatat untuk pertama kali' Data ini

dan lnlttrman.

Meleong (2006:157) mengemukakan data primer adaiah kata-kata

dan tindakan orang-orang yang diamati atau dirvarvancarai yang didapat

melaluicatatantertulisataumelaluirekamanvideoatauuuditllupe,

pengambilan foto atau film'

Bungin(2008:108)menjelaskanbahwawawancararnendalarrr(ln-

ctepth inteniew) secara umurl adalah proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antarapewawancaradenganinformanuntukrnendapatkandataSecara

langsung dari sumbernYa

berasal dan Kel' InJbrmun
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detail. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara

lisan dari pada informan yang telah ditentukan'

Metode wawancara menurut Sunyoto QAll '23) adalah rnetode

pengumpul an data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara

bebasbaikterstrukturmaupuntidakterstrukturdengantuiuanuntuk

memperoleh infonnasi secara luas mengenai objek penelitian'

Menurut Lofland dan Moleong (2005:157) sumber data utama dalam

penelitiankualitatifialahkata-kata,dantindakanyangdidapatdari

intbrman melalui wawancara'

Menurut Sunyoto (2011:23) bahwa rnetode kuisioner' yaitu metode

pengumpuian data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang

diaiukan kepada responden untuk dijarvab dengan memberikan angket'

Padaumumnyaisikuisionermeliputiidentitasrespondendanbutir.butir

pertanYaan variable Peneliti an'

Denganmetodekuisionerpenelitimemberikaniembaranpertanyaan

berikut alternatif jawaban untuk diisi dan dijar,r'ab sesuai dengan kondisi

dan situasi Yang ada'

DataprimerdaripenelitianinididapatdariKepalaUl-P,Sekretaris

ULP, Staf Pendukung dan Anggota Pokia ULP'
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B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data

kepadapengumpuldata'misalnyamelaluioranglainllewatdokumen-

dokumen .vang ada (Sugiono' 2008: I 29)'

Penulismendapatkaninformasisebagaidatasekunderrnelalui

beberaPa cara Yaitu :

1) Studi Pustaka

Penelitimemperolehdatamelaluibukuteksperpustakaanyangada

diUniversitasMedanArea,materibelajaryangdidapatkandikelas"

rnakalahpenelitianuntukmemperolehteoridanmembandingkan

dengan kenyataan dilapangan' sehingga dapat melengkapi isi

Penelitian ini'

2) Data ULP

PenulisrnendpatinformasidariULPPemerintahKabr-rpatenDairi

berupaPeraturanBupatiDairi,KeputusanBupatiDairidan

sebagainya guna rnendapatkan gambaran mengenai permasalahan

Penelitian ini'

3) Internet

Sebagaitambahan'penulismenggunakaninformasidariinternet

dalarnmencaripengertiandariistilah.istilahyangsulitdipahami.
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J.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

3.5. 1. Defenisi KonseP

Menurut Singarimbun (i997:33) bahwa konsep aclalah istilah dan def'enisi

yangdigunakanuntukrnenggambarkansecaraabstrakmengenaikejadian,

keadaan, kelornpok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ihnu sosial1l.

Tujuannyaadalahuntukrnemudahkanpemahamandanmenghindariter..iadinya

intrepretasi ganda dari variabel yang diteliti' oleh karena itu untuk mendapatkan

batasanyangjelasdarimasing-masingkonsepyangditeliti'makapenulis

mengemukakan defenisi konsep dari penelitian ini yaitu: hnplementasi kebijakan

pengadaan barang dan jasa merupakan pengejawatan keputusan mengenai

kebijakanyangmendasartentangpenangananbarangdanjasadanmengurangi

tnasalah.masalah'Modelimplementasikebrjakanyangdigunakandalarnrnelihat

pelaksanaan barang dan jasa di Kabupaten Dairi adalah George c Edrvards III

yang dipengaruhi oleh 4 variabel' yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi;

2. Sumber daYa;

3. DisPosisi;

4 Struktur Birokrasi

3 .5.2.Defenisi OPerasional

Defenisi oPerasional meruPakan

dalarn bentuk in<likator agar lebih

uraian dari konsep yang sudah dirumuskan

memudahkan operasionalisasi dan suatu

" Singarimbun, dan Effendi' 2003' " Metode P enelitiun SttrveY
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penelitian.Defenisioperasionaladalahunsllr-unsurpenelitianyang

rnemberitahukanbagaimanacaramenyusunsuaturvariabelsehinggadalam

pengukuraninidapatdiketahuiindikator-indikatorpendukungapasajayang

dianalisis darr variabel tersebut' Dalam peneiitian ini' menurut

modelimplementasikebijakanGeorgeC.Edwardslil,irrrplementasikebijakan

pengadaanbarangdanjasadapatdiukurdenganindikatorsebagaiberikut:

1. Komunikasi, tnencakuP :

a.Adanyakomunikasivertikaldanhorizontaldiinstansiterkaityang

menangani penyelengg araanprogram kepada personalia yang tepat'

b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraafi program'

c. Konsistensi perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program

Yang dilakukan'

2. Sumber daYa, mencakuP :

a.Sumberdayamanusia,yaitujurrilahpegarvaryangterdapatdalaminstansi

Yang berkaitan;

b.Sumberdayafinansialyaituanggaransertafasilitasyangdibutuhkan

dalam menyelenggarakan barang dan jasa'

3. DisPosisi, mencakuP :

a,Tanggunglarvabpegar,vaidiinstansiterkaitdalarnmelaksanakantugas

pokok dan fungsinya dalam penl'elenggaraan pengadaan barang danjasa;

b. pemahaman pegawai di instansi terkait penyelenggaraan pengadaan

barang dan jasa terhadap kebijakan yang ada;

c,Responimplementorterhadappelaksanaanpengadaanbarangdarrjasa
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4. Struktur Birokrasi, mencakuP '

Koordinasi antaraatasan dan bawahan dan antar pegalvai;

Standar prosedur operasi yang digunakan'

3.6. Teknik Analisis Data

Jenispenelitianini,adalahpenelitiandeskriptifkualitatif,yangbertujuan

untukmengungkapkanmasalahataukeadaansebagaimanaadanyaatart

berdasarkan fakta-fakta yang ada'

Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis' namun

merupakangambaranterhadapobjekyangditelitidalamrerftanganrvak.tu

sekarang atau rentangan waktu yang dapat diingat responden' Sehingga

pemecahan masalah juga pada masa sekarang dan untuk objek irang diteliti tidak

di maksudkan untuk generalisasi'

Setelahdatadarilapangandiperolehselanjutnyadianaiisissecaradeskriptif

datayangdiperolehdiolahSecarasistematis,dengancaramengumpirlkandatadan

taktatentangkajianpenelitianuntukkemudiandigambarkandalambentuk

penafsiran pada data yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan

penelitian. Data yang diperolehdari wawancara mendalam mauptrn dari dokumetrtasi

diolalrdandianalisissecarakualitatifdenganrnerrggunakanteknikanalisis--vang

dipaparkanolehMatewMillesdanHuberman(1992:16)dengan3korrqronerranalisis

,vaitu :

1. Reduksi data yaitu' sebagai proses

penyederhanaan, pengabstrakan dan

pemilihan, pemusatan perhatian pada

tranfonnasi data kasar yang muncul dari

ａ

　

　

・０
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catatan-catatan )iang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang rnenajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan akhimya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data \ctisptuy data) penyajian data sebagai kumpulan informasi yang

tersusun untuk mernberi kemungkinan adanva penarikan kesirnpulan dan

pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian -vang lebih baik merupakan suatu

cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling

sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis

matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggaburngkan informasi

yang tersusun dalam bentuk padu dan rnudah diraih. Dalam penelitian ini

penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratifyang disertai bagan

dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3,Penarikankesimpulan$,enfikasi)yaitu,kesimpulandiverifikasiselanra

penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diLr-li

kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasn}'a'

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/5/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/5/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Surung Charles Lamhot Bantjin - Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014...



弘 BV

SIルlPI」LAN DAN IⅣlPLIKASI KEBIJAKAN

5。1.Silllpulan

Bcrdasarkan tlraian― uraian pada battan terdahllluっ  maka dapat dial■ bil

bcbcrapa Sil■ pldall tcrhadap llllplel■ entasi Pcratlrall Bllpati Nolloor 20 Tahun

201 4 tclltallg Pembentlikan U亜 t Layalan Pengadaall Pemerintah Kabllptten Dairi

sebagai beHkuti

l  IInplclllcntasi Peratlrall Bllpati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pcl■ bcntukKall

Unit Layanan Pcngadaan Pclllcrintah Kabupaten Dai亘 yallg dilihat da面 aspck

komtlllikasi,sumbcr dり a,disposisi dan strllkttlr birokrasi belum bcttalall

dengan balk.

2.Kclldala yang l■ elllpcngal■ lhihell脚獅 bat pelょ sanaan implcmcnta顔

Perattlran Bllpati DaiH Nomor 20 Tahlm 2014 tentang Pel■ lbenttlkan Ullit

LO/anan Pengadaan(ULP)PemCrintah Kめ tlpatcn DaiH adaldl belulη

baiknya kol■ unikasi ULP dengan Pcnggllna Allggaran/]く uasa Pcngglllla

A■lggarall, Anggota Kelompok KcrJa ULP hanya sebagirall lnclllbcrikall

laporan hasil pengadaall baranttaSa seuap paket pengadaan,ketcrbatasal

sulllbcr daya mantlsia di ULP yang hanya mcmanね atkan suinbcr daya

lnantlsia dari SKPD lainnya sebagai Anggota Kclol■ pok Kctta l」 LP dclllikiall

jLlga ULP bellltn mellliliki jabatan tlllgsional tertcntu dalalll bidallg

pcngadaall barangtasa,Kepala ULP dan Staf Pcndlよ llllg ULP yang beluln

mcllliliki scltiflkat kca11lian dan Anggota Kclolllpok :KeJa ULP yang

l■ ellliliki  selti■ kat  tetapi  tidak  ak‐tit  dalaln  hal  disposisi  yang
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mclllpcrlihatkan bahwa lllasih adanya anggota Kclompok Kc」 a ULP yang

lYlcngabaikan dan kurang foklls dalam lllclaksanakan tugaSnya SCpcl‐
tl

lllcmbcrikan iaporan hasil pengadaan kcpada Kcpala Ulフ P dan masih ktlrang

maksimal壼 lususnya dalam pcngclolaan pclaksanaan barang4asa,kWangnya

ungkat kcmampuan pcmahamala tcknis pclaksanttn pcngadaan barangttaSa,

dcmikian juga dcngan organisasi ULP IKabupttcn Dairi yang dibcnttlk karcna

ULP KalDupatcn lDairi dibcntuk bcrdasarkan Surat Edaran Ⅳlentcri

Pcndayagunaan dan Rcforinasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2012 tcntang

KcbijakarllKclcmbagaan Penanganan Ttlgas dan Fungsi lレ ayanan Pengadaan

Barang/Jasa dall Lttallan Pcngadaan Baran」 Jasa SCCara Elcktronik yang

tidak  dapat  dipcrtimbangkan  scbagai  dasaF  hukulll  pcmbcnttlkan

kclel■ lbagaan/organisasi ULP dilく abupatcn lDairi、valaupun tetap incnckankan

bahwa tugas dan illlgsi di bidang layanan pcngadaan barang dan jasa

dilckatkaゴdiilltcgrasikan pada  unit strtlktural yang sccara fungsional

mclaksanakan tusas dan fungsinya di bidang pcngadaan bttang dan jasa

masih bclum mclnpunyai Standar Op∝ astonal Proscdttr(SOP)SCbagai

pcdoman tcrtulis untuk lllcnuttang OpCrasional kinctta pCtugasノ
pcga、vai yang

dttat bcrpcngaruh tcrhadap kincJa Orgamisasi scrta ULP yang masih lllelck誠

dan bcrsiね t α″ /70ε di Stlb Bagian Pcngcndalian Bagian Pcrnbangunan

Sckrctariat Dacrah Kabuptten Dairi
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5.2.IIIlplikasi Kebttakan

Untuk mcningkatkan tinttat kebCrhaSilan lllaplcmcntasi PcrtturcRIII Bup江
1

Nomor 20 Tahun 2014 tcnttng PcmbCntukan Unit Layanan PCngadaan

Pcmcrintah Iく abupaten Dai面 ,perlu dilaktlkalt hal―
hal sebagai bcriktlt i

l   E)ipcrlukall  pcllclitian  lallJutall  dCngan  pcndCkatan  kualitatif  unttlk

mcngevaluasi slauh rllana struktur organisasi d町 ,at me■
adi pCnghalllbat

pclaksanaan iinplclllclltasi PCratttran Bupati Dairi NOmor 20 Tahun 2014

tcntallg PcFlabCntllkan Unit Layanan PCngadaan(ULP)Pcl■
Crintah Kabupatcn

Dairi

2  Kcanggotan ULP yang bClum mCmlliki scrti■
kat kcahlian dan anggota Potta

tidak  aktif bisa  dipccahkan  dCngallyang mCllliliki sertiibt tetapl

mclaksanakan pcndidikan ぬn pcl〔■ihan pcngadaan barang dan jasa, SCrta

ULP bclum memiliki Stttldar Opcrasional Proscdur(SOP)biSa dipCCahkan

dcngall  mcnyllStln  dan  lllCnctapkan  st11■
bCr  daya  lllanusia,  Standar

OpcrasiOnal Proscdur(SOP)SCSuai dcngan kOndisi dacrah serta kctclltuan

yang bcriaku
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